BUPATIHALMAHERASELATAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN

NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
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DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA SELATAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan struktur
organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Halmahera Selatan, perlu ditindaklanjuti dengan
Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungs: serta
Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Halmahera Selatan,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
poin a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
Halmahera Selatan tentang Susunan Organisasi, Tugas dail
Fungs1 serta Tata Kerja Dinas Pertanmian Dan Ketahanan
Pangan Kabupaten Halmahera Selatan,

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provins: Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R 1
Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R
Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R1 Tahun
2000 Nomor 73, Tambahain Lembaran Negara RI Nomor
3961),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera
Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera
Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan
Leinbaran Negara R1 Nomor 4264),
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
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Memperhatikan

Menetapkan
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Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara R1 Nomor 5587)
sebagaimana telah kedua kaii dwubah dengan Unaang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015
Nomor 59),

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Organisast Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187),

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
43 /permentan/OT 010/8/2016 Tentang Pedoman
Nomenklatur Tugas Dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan
Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara republik Indonesia Tahun
2016 Nomor1330),

Peraturan Daerahh Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmaehera
Selatan Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
tentang Pebentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Helamhera Selatai,

Surat Kementerian Dalam Neger1 Nomor 061/4257 /OTDA
tertanggal 29 Jumi 2021 Perthal  Pertimbangan
Penyederhanan Struktur Organisast Perangkat Daerah
dihngkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi
Maluku Utara

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
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Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati in1 yang dimaksud dengan

1
2

-
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13

14

Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Pemerintah daerah adalah Bupati Halmahera Selatan dan perangkat
daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah

Kepala Daerah adalah Bupati1 Halmahera Selatan

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Halmahera Selatan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutiiya disebut DPRD, adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam
peiiyelenggaraan peinerintahan daerah yang terdir1 dar Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan
Kecamatan

Dinas adalah Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

Tugas Pokok adalah Tugas utama para pemangku jabatan tertentu pada
Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

Fungst adalah fungsi para pemangku jabatan tertentu pada Dinas
Pertanian Dan Ketahanan Pangan

Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam
rangka memimpin Satuan Organisasi Perangkat Daerah

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungs: dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahihan dan/atau keteraimpilan tertentu

Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungs: dan tugas
pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan
dan pembangunan

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan yang
inelaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu yang secara langsung
berhubungan dengan pelayanan masyarakat

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Dinas Pertamian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halinahera Selatan
nerupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

= Py PN nm 1
melalui Sekretaris Daerali
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan terdiri atas

a Dinas,

b Sekretanat Dinas, terdir1 dan
1 Sub Bagian Umuin dan Kepegawaian, dan
2 Kelompok Jabatan Fungsional

¢ Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Kelompok Jabatan
Fungsional,

d Bidang Perkebunan, dan Kelompok Jabatan Fungsional,

e Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Kelompok Jabatan
Fungsional,

f Bidang Prasarana, Sarana Penyuluhan, dan Kelompok Jabatan
Fungsional,

g Bidang Ketahanan Pangan, dan Kelompok Jabatan Fungsional, dan

h Unit Pelaksana Teknis (UPT)

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

. | S

sebagaimana dunaksud pada ayat {1) tercantum pada lampiran Feraturan
Bupati 1m

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungs:i

Paragraf 1
DINAS

Pasal 4

Dinas Pertainan Dan Ketahainan Pangan sebagaimana diimaksud dalaim Fasal 3
ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian
dan Ketahanan PFangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
peinbantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Fasal 4, Dinas
Pertanmian dan Ketahanan Fangan menyelenggarakan fungs:

i
2
3
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Perumusan kebyjakan di bidang pertainian daii ketahanan pangan,
Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan ketahanan pangamn,
Pengkoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang
ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan
pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan,

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan,
kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan,
penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan,

Penyusunan prograina penyuluhan pertanian,

Penataan prasaraita pertanaii,
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7 Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan

hijauan pakan ternak,

Pengawasan peredaran sarana pertanian,

Pembinaan produksi di bidang pertanian,

10 Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit
hewan,

11 Pengendalian dan penanggulangan bencana alam,

12 Pembinaan pengolahan dan peinasaran hasil pertanian,

13 Penyelenggaraan penyuluhan pertanian,

14 Pembernan izin usaha/rekomendasi teknis pertanian,

15 Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan o
bidang pertaman dan ketahanan pangan,

16 Pembinaan administrasi dan aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan,dan

17 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya

O

Paragraf 2
SEKRETARIAT

Pasal 6
Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalain Pasal 3 ayat (1) huruf b,
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas dan mempunya: tugas mneinbantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan perumusarin konsep  dan pelaksanaaii kebijakan,
pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukun,
informasi, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan
ketatausahaan, kearsipan, keruinahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan
penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi1 di lingkungan Dinas

Pertamian dan Ketahanan Pangan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang
berlaku

Pasal 7

Dalam 1nenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6,

Sekretanat inenyelenggarakan fungsi

1 Pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan
anggaran di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan,

2 Pembinaan dan pemmberian dukungan administrasi yang meliputi
keuangan, hukuin, hubungan inasyarakat, ketatausahaan, kearsipan,
keruinahtanggan, dan pelayanan admimistrast di lingkungan Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan,

3 Pengordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di
lingkungan Dmas Pertaian dan Ketahanan Pangan,

4 Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta
pelaksanaan advokasi hukuin di lingkungan Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan,

5 Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi,
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6 Penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan
parang/jasa di iingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan,

7 Pengoordmnasian penyusunan Renstra, Renja, LKjIP, SAKIP, LPPD dan
Laporan Keuangan Dinas,

8 Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pertamian dan Ketahanan
Pangan,

9 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya,

10 Pengendalian pelaksanaan tugas UPT, dan

11 Pelaksanaan fungs: lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsmya

Pasal 8
Sub Bagian Umnuin dan Kepegawalan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1)
huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung
jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
kepegawalan, keruinahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentas;,
kehumasan dan ketatalaksanaan

Pasal S

Dalam nenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi

1 Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian,

2 Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administras: uinuin

dan kepegawaian,

Pengelolaan data kepegawaian dmas,

Penyiapan bahan mutasi pegawai dinas,

Penyiapan kesejahteraan pegawai dinas,

Penyiapan bahain pembinaan pegawai dinas,

Penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas,

Penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan dan

perpustakaan dinas,

Penylapan, penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan dmas,

10 Penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukuin, organisasi, ketatalaksanaan,
dan budaya pemerintahan pada dinas,

11 Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran,

12 Pelaksanaan pemelilhiaraan sarana dan prasarana perkantoran,

13 Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja subbagian unium
dan kepegawaian, dan

14 Pelaksanaan fungs: lam yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya

00~ ph W
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Paragraf 3
BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Pasal 10
Bidang Tanarnan Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada Pasal
3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung
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jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan,
pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan
dan evaluas: d1 bidang tanaman pangan dan hortikultura

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bidang

Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi

1 Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan
dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura,

2 Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan
dan hortikultura, ,

3 Pengawasan peredarain, dan seritifikasi benih di bidang tanamain pangan
dan hortikultura,

4 Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di1 bidang tanaman
pangan dan hortikultura,

5 Pengendallan dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan
bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan
dan hortikultura,

6 Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di
bidang tanaman pangan dan hortikultura,

7 Pembenan izin usaha/rekomendasi tekius di bidang tanaman pangan dan

hortikultura,

Pemantauan dan evaluasi di1 bidang tanaman pangan dan hortikultura, dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya

O o

Paragraf 4
BIDANG PERKEBUNAN

Pasal 12
Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d,
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala
Dmmas dan mempunyair tugas Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan
kebijakan, dan pemberian binibmgan tekius, serta pemantauan dan evaluasi di
bidang perkebunan

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bidang
Perkebunan menyelenggarakan fungsi
1 Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan
dan pemasaran hasil di bidang perkebunan,
Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan,
Pengawasan peredaran dan sertifikas: benith di bidang perkebunan,
Pemberiain bimmbingan penerapan pemningkatan produkst & bidang
perkebunan,
5 Pengendahan dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan

bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan,

w N

4
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6 Penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang
perkebunan,

7 Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di
bidang perkebunan,

8 Pembenan 1zin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan,

9 Pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan, dan

10 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya

Paragraf 5
BIDANG PLTERNAKAN DAN KESCHATAN HEWAN
Pasal 14

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3
ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab
kepada Kepala Dmas dan mempunyai tugas inelaksanakan penyusunan,
pelaksanaan kebijakan, dan pembernan bimbingan teknis, serta pemantauan
dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan

Pasal 15
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang
Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi
1 Penyusunan kebyakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan
kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di
bidang peternakan,
2 Pengelolaan sumber daya genetik hewan,

3 Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak,
dan benih /bibit hijauan pakan ternak,

4 Pemberian bunbingan penerapan peningkatan produksi ternak,

5 Pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner,

6 Pengawasan peredaran dan pengunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak,
pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan,

7 Pengawasan pemnasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan,

8 Pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner

dan kesejahteraan hewan,

9 Pembenan i1zin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan
kesehatan masyarakat veteriner,

10 Pemberian bimbingan pascapanein, pengolahan dan pemasaran hasi di
bidang peternakan,

11 Pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan, dan

12 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya
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Paragraf 6
NA, SARANA DAN PENYULUHAN

- a

BIDANG PRASARAN
Pasal 16

Bidang Prasarana, Sarana Dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada Pasal

3 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab

kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan,

pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan

dan evaluasi di1 bidang prasarana, sarana penyuluhan pertanian

Pasal 17

Dalam nenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang

Prasarana, Sarana Dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi

1 Penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan,

2 Penyusunan programa pertanian dan ketahanan pangan,

3 Penyediaan dukungan mfrastruktur pertaman dan ketahanan pangan,

4 Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigas: pertamian,

5 Penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan

mesin pertanian,

Pemberian bimbmgan pembiayaan pertaniain,

Pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan

penyuluh dan petani,

8 Pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata
kerja, dan inetode penyuluhan,

9 Pelaksanaan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian dan
ketahanan pangan,

10 Pelaksanaan bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenagaan
penyuluhan pertanian,

(a0
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11 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, saraina dain
penyuluhan, dan

12 Pelaksanaan fungs: lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya

Paragraf 7
BIDANG KETAHANAN PANGAN

Pasal 18
Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat {1) huruf
g, dippmpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas dan mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemnantauan dan
evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan
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a Ketua Tim, dan
b Anggota Tim

(8) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan
tugas sebagiamana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berasal dan
perangkat daerah yang membidangi

(9) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai anggota Tim kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) huruf b, dapat berasal dan berbagai latar
belakang kompetens: yang ada pada unit organisas: tersebut atau diluar
unit organisasi, untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi,

(10) Pejabat Fungsional sebagat dampak dari penyetaraan jabatan dalam
melaksanakan mekanismeé kKoordinasi dan pengelolaan  kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitkan nilan Angka Kredit 25%
dan Angka Kredit Kumulatif

(11) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja

(12) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku

Bagiain Kedua
Jabatan Pelaksana

Pasal 24
(1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena dampak
dan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan pada jabatan
struktural di atasnya, dengan ketentuan
a Unit Kermja yang masth memiliki Jabatan Administrator, jabatan
pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat
Administrator atau Eselon III
b Umt Keija yang tdak menuliki Jabatan Admiustrator, jabatan
pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat
Pimpinan Tingg1 Pratama atau Eselon II
(2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak dan
pelaksanaan penyederhanaan birokras1 tetap berkedudukan dan
bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV
(3) Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/ Bupati
(4) Ketentuan mengenai uraian tugas jabatan pelaksana di ingkungan Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan diatur dengan Peraturan Bupati

tersendiri

BAB VI
TATAKERJA

Pasal 25
Dalan1 melaksanakan tugasnya setiap pejabat di lingkungan Dinas Pertanian
Dan Ketahanan Pangan wapb menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan
sinkronisast baitk di lingkungan masing-masing maupun antar satuai

organisasi di lingkungan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan serta dengan



nstansi lain di luar lingkungan Dinas Pertanian Dan Ketahanar pangan sesual
dengan tugas masing-masing

Pasal 26
(1) Settap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahan dan ineinberikan pengarahan serta petunjuk
bag! pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan,
dan
(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dukuti dan dipatuhi1 oleh bawahan secara bertanggung jawab serta
dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundaing-
undangan
Pasal 27
Setiap Pimpman Satuan Organisast di lingkungan Dinas Pertanian Dan
Ketahanan Pangan wajb mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung
jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat
pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 28
Setiap laporan yang d:erima oleh pejabat adnunistrator dan pejabat pengawas
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk inenyusun laporan lebith
lanjut dan nemberlkan petunjuk kepada bawahan

BABVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29
Dengan berlakunya peraturan Bupati i1, pejabat yang menduduki jabatannya
tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya jabatan baru
sesual dengan nomenklatur jabatan pada peraturan Bupati im

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan ini, mnaka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan 7 (Tujuh) Organisasi
Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Noinor 39 Tahun 2021 tentang
Perubahan ketiga atas Peraturan Kepala Daerah Nomor 21 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah,
serta Peraturan Kepala Daerah Nomor 45 A tahun 2021 tentang Kedudukan,
Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Halmahera Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
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Pasal 31

Peraturan Bupati im1 mula: berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, ineinerintahkan pengundangan Peraturan
i1 dengan penempatannya dalain Berita Daerah Kabupaten Halinahera

Selatan

Ditetapkan di Labuha
Pada tanggal 16 7errar 2023

Diundangkan di Labuha
pada tanggal 16 pebrn 2023
_~SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAH SELATAN,
f = A

Iy UL AURUY, MP
Nip 19651221 200003 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR

Salinan Sesuai dengan aslinya

T7TOMYATY TYAMNTAN TT
niur 111411 IJ[\\JII'\IV runuiviy

TTD

USDI HASA:N,SHMH
Nip 19830702 200812 1 002

TAHUN 2023



‘-

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NOMOR 3

TANGGAL

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DINAS
PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

TAHUN 2023

rebruari 2023

l

l

KELOMPOK
JABATAN SEKRETARIAT
FUNGSIONAL
sul KELOMPOK |
EAGEN JABATAN
JATA FUNGSIONAL
USAHA
BIDANG
TANAMAN BIDANG BIDANG
BIDANG BIDANG
PRA A A
PANGAN PERKEBUNAN RNAKAN SARANA SARAN KETAHANAN
DAN PENYULUHAN PANGAN
HOLTIKULTURA
KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK
JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)




